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Perlindungan (Safeguard)	Program	IPDMIP

Ø Berdasarkan peraturan dan	proses	Pemerintah
Ø Sesuai dengan KebijakanADB

Program	tidakmemasukkan kegiatan yang	memicu dampak
signifikan untuk lingkungan dan sosial:
(i) Lebih dari 200	orang	(40	KK)	harus direlokasi atau kehilangan lebih dari 10%	

dari total	asetnya;	
(ii) Dampak besar terhadap lingkungan :	di	area	keragaman hayati,	area

lindung,	 dampak lingkungan meluas
(iii)	 				Tercantum dalam “ADB	Prohibited	Investment	Activities	List”
(iv) Dampak serius terhadap masyarakat adat:	relokasi ke area	jauh dari

lokasi awal,		matapencaharian tradisional tidak dapat dipertahankan karna
pengadaan tanah yang	luas,	konstruksi berdampak pada pencemaran
sumber air	komunal,	 menganggu sistem pengairan tradisional dan
kelembagaan distribusi air.
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Kajian	Sistem Perlindungan Program

Ø Mengkaji kesenjangan antara undang-
undang/peraturan/prosedur tertulis dengan prinsip ADB	
Safeguards	Policy	Statement	(2009)

Ø Mengkaji pelaksanaan sistem tertulis dan	kapasitas
unit/kantor pemerintah (Balai,Dinas dan	Bappeda)	dalam
menangani perlindungan lingkungandan	sosial

Ø Mengidentifikasi perbaikan yang	diperlukanmelalui Rencana
Aksi



Prinsip
ADB

Peraturan Hukum
dan Kebijakan

Indonesia

Pelaksanaan
Peraturan

Hukum/Kebija
kan

Apa perbaikan bertahap
yang	diperlukan?

Upaya realistik untukmemperkuat pengelolaan
dimasukkan dalam Rencana Aksi Program

Kajian	Diagnostik:
Apakah sistem tertulis
mencakup prinsip?

Kajian	Kapasitas:	
Bagaimana sistem

tertulis dilaksanakan?

Tinjauan Kajian	Sistem

Apa perbaikan bertahap
yang	diperlukan?
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Penyusunan PSSA

Ø Kajian	sistem
perlindungan (safeguard)	
Indonesia	melalui:
• Kajian	dokumen
• Kunjungan lapangan ke

lokasi terpilih (kegiatan yang	sudah
selesai,	sedang berjalan,	atau
direncanakan)		

• Konsultasidengan
pemangku kepentingan



Dampak dan	Komponen Program

• Maksud (Dampak):	Peningkatanketahananpangan,	pendapatan
dan	mata pencaharianmasyarakat pedesaandi	Indonesia

• Tujuan (Hasil):	Meningkatnyanilai dan	keberlanjutanpertanian
beririgasi

• Keluaran 1:	Sistem dan	kapasitas kelembagaan untuk
pertanian beririgasi berkelanjutan diperkuat.

• Keluaran 2:	Operasi,	pemeliharaan dan	pengelolaan
irigasi ditingkatkan.

• Keluaran 3:	Prasarana irigasi ditingkatkan.
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Kategori Perlindungan (Safeguard)

Keluaran 1,	2,	dan	3
• Lingkungan:	B
• Pemukiman Kembali (Tidak Sukarela):	B
• Masyarakat	Adat:	B
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Lingkungan
Kategori B.	Proyek yang	diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori B	jika proyek tersebut diperkirakan kurang signifikan.	Tidak
menimbulkan dampaknegatif secara signifikan yang	tidak dapat dipulihkan,	 tidak dalam area	yang	luas atau belum pernah
terjadi sebelumnya.	Dampak tdak mempengaruhi area	yang	lebih besar dari ukuran fasilitas pekerjaan fisik.

Pemukiman Kembali
KategoriB.	Proyek yang	diusulkan dikelompokkan Kategori B	jika dampak tidak signifikan. Kurang dari 200	
orang	yang	dipindahkan secara fisik/direlokasi dan/atau kehilangan lebih dari 10%	total	asset	yang	dimiliki.	 	

Masyarakat	Adat
KategoriB.	Proyek yang	diusulkan kategori B	jika dampak yang	ditimbulkan tidak signifikan.	



Temuan Terhadap Kajian	dan	Praktek Pelaksanaan
Lingkungan

• Setara penuh dengan Kebijakan Safeguard	ADB,	
kecuali pada	perlindungan dan	konservasi habitat	
kritis dan	area	keragaman hayati

• Isu Implementasi:
• Kurangnya kepedulian pada	kebijakan lingkungan;	
• Prasarana irigasi baru mungkin dibangun pada	area	yang	dapat

memicu dampak pada	habitat	kritis
• Tidak ada unit	safeguard	atau staf pada	Dinas Pengairan/Irigasi di	

Daerah
• Peningkatan kepedulian petani terhadap pertanian organik
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Temuan Terhadap Kajian	dan	Praktek Pelaksanaan
Pemukiman Kembali

• Undang-Undang Pengadaan Tanah	No.	2/2012	dan	
undang-undang/peraturan lainnya secara umum
selaras dengan Kebijkan Safeguard	ADB,	

• Isu Implementasi:
• Penangananwarga yang	tidak memiliki hak atas tanah
beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip
Safeguard	ADB

• Kapasitas instansi,	khususnyapada	tingkat kabupaten,	
mengenai pengadaan tanah perlu diperkuat
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Temuan Terhadap Kajian	dan	Praktek Pelaksanaan
Masyarakat	Adat

• Lokasi Program	sebagian besar memiliki kerangka
hukum mengenai Masyarakat	Adat/	Pedoman
Operasional,	

• Isu Implementasi:
• Belum dilaksanakan secara konsisten
• Hasil	(outcome)	proyek tidak bisa didokumentasikandan	dibuka

(disclosure)	
• Kurangnya staf yang	mampu atau spesialis untukmmonitor

safeguard	masyarakat adat
• Terdapat upaya lintas instansi pada	tingkat lokal untuk

meningkatkan kepedulian pada	masyarakat adat,	namun bersifat
Ad	Hoc 10



Kajian	Kelembagaan

• Aspek positif penataan kelembagaan mengenai safeguard	pada	
berbagai tingkatan:	
• Menguatnya partisipasi dan	koordinasi di	antara instansi;	
• Adanya kerangka hukum/pedoman operasional untuk safeguard;	
• Pengalaman dalammenangani safeguard	ADB

• Kelemahan penataan kelembagaan
• Penugasan staf yang	menangani safeguard	bersifat Ad	Hoc
• Pengetahuan staf pemerintah daerah mengenai perlindungan lingkungan dan	sosial

masih lemah
• Tidak ada peran/tanggung jawab yang	jelas untukpemantauan,	pelaporan dan	

evaluasi pelaksanaan safeguard	secarakeseluruhan
• Minimnya keterlibatan Dinas Lingkunga (dulu BLH)		terhadapprosedur safeguard	

lingkunga pada	beberapadaerah
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Rencana Aksi Safeguard	(1)
Lingkungan:	
• Memperkuat dan	menyusundaftar	negatif sesuai dengan UU	No.32/2009	ttg PPLH;	PP	

27/2012	ttg Izin Lingkungan,	PermenLH No.	5/2012	ttg Wajib AMDAL	serta Permen PU	No.	
10/2008	ttg Wajib UKL-UPL,	ADB	SPS

• Melaksanakan studi hidro-geologi (air	tanah)	untuk pembangunan irigasi baru yang	
menerapkan pengambilan air	tanah;	PP	43/2008	tentang	Air	Tanah

• Memperkuat Mekanisme Penanganan Keluhan untuk menangani keluhan safeguard	
lingkungan dan	sosial dengan kerangka waktu yang	jelas dan	melibatkan instansi yang	
relevan;	PermenLH No. No.	P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017)	ttg Pedoman Penanganan
Keluhan Masyarakat	Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;	PermenLH No	
No.	SK.24/Menhut-II/2015	ttg Tim	PenangananKeluhan Kasus Lingkungandan	Kehutanan

Masyarakat	Adat (Indigenous	People):	
• Menyusun penapisan (screening)	untuk masyarakat adat ,	kajian dampak sosial,	dan	

prosedur konsultasi;	 UU	No.	2/2012	ttg Pengadaan Tanah,	UUPA	Tahun	1960	dan	
Putusan	Mahkamah	Konstitusi	No.	35/2012,	UU	No.32/2009, SPS ADB	2009.

• Melaksanakan pemantauan mengenai upaya partisipasi dan	mamfaat program	
terhadap masyarakat adat
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Rencana Aksi Safeguard	(2)

Pengadaan Tanah/PemukimanKembali
• Memperkuat pemberian program	pemulihan pendapatan untuk

masyarakat rentan dan	warga yang	sangat terdampak,	jika ada.	UU	No.	
2/2012,	UU No	11/2009	Tentang	Kesejahteraan	Sosial

• Kompensasi terhadap kehilangan emosional (solatium)	mencakup
santuan pindah sesuai dengan standarMAPPI	(Masyarakat	Profesi
Penilai Indonesia).	--mengacu ke StandarMAPPI (SPI	306)

• Fasilitasi konsultasi dengan masyarakat penerima,	jika perlu
• Peningkatan pemberian kompensasi untuk aset bukan tanah penggarap.		UU	

No.	2/2012	dan peraturanpelaksanannya)		
• Mengeluarkan proyek yang	dapat menimbulkan dampak penting terhadap

masyarakat
• Melindungi dan	mengelolaROW	terhadap kembalinya penggarap dan	

pemukim baru.	Peraturan terkait irigasi
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Rencana Aksi Safeguard	(3)
PengembanganKapasitas :
• Menerbitkan kriteria penapisan (screening) untuk menjamin program tidak memasukkan Kategori A untuk
Lingkungan, Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela, dan Masyarakat Adat. (PermenLH No. 5/2012 ttg Wajib
AMDAL serta Permen PU No. 10/2008 ttg Wajib UKL-UPL, ADB SPS.

• Membentuk dan/ataumemperkuat unit khusus untuk safeguard lingkungandan sosial.
• Menunjuk danmelatih focal person untuk safeguard lingkungandan sosial
• Merekrut ahli safeguard lingkungandan sosialuntukmemantau programdan rencanaaksi.
• Pelatihan Sistem Perlindungan Negara atau Country Safeguard Systems (termasuk pelaksanaan rencana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan masyarakat adat),
RencanaAksi, dan standar laporan pemantauan.

• Mengembangkan pedoman Mekanisme Penanganan Keluhan dan memperkuat B/BWS dan Dinas untuk
menangani keluhan. PermenLH No. No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017) ttg Pedoman Penanganan Keluhan
Masyarakat Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, UU No. 2/2012 dan peraturan
pelaksanaannya.

Pemantauan
• Mengadopsi sistem pemantauan online KLHK; PermenLH No. P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 ttg Sistem Informasi

Manajemen Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup
• Menyusun format standard dan pedoman untuk pelaporan dampak pengadaan tanah, pembersihan lahan,

dan pasca pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LAR). Melaksanakan pemantauan. UU No. 2/2012 ttg
Pengadaan Tanah

• Membukaakses laporan pengadaan tanahdan pembersihan lahan UUKeterbukaanInformasi.

Pemasukan laporan tahunan mengenai pelaksanaan rencana aksi dan penanganan keluhan ke ADB
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Pengarusutamaan Gender

• Melakukan audit	gender	si semua petunjuk teknis
• Memasukkan pengarusutamaan gender	di	PSTEK	
dan mengintegrasikannya dalam rencana
pengelolaan pertanian terintegrasi

• Mendorong partisipasi perempuan dalam program	
dan monitoring
– Kuota30%	perempuan dalam komite di	P3A		
– Target	20%	perempuan berpartisipasi dalam
perencanaan dan rancangan investasi infrastruktur
irigasi
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